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TRANSAKSI KEUANGAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN 
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Muhammad Irfan 

ABSTRAK 

Perkembangan tindak pidana pencucian uang yang semakin kompleks menempatkan 

notaris dalam posisi strategis sebagai pejabat umum yang terlibat dalam transaksi bernilai 

ekonomi tinggi. Notaris tidak hanya berperan dalam menjamin kepastian hukum melalui 

pembuatan akta autentik, tetapi juga dibebani kewajiban untuk melaporkan transaksi 

keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pengaturan tersebut 

menimbulkan persoalan yuridis terkait cakupan kewajiban notaris dan batas kewenangan 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mengakses data akta notaris. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban notaris dalam melaporkan 

transaksi keuangan mencurigakan serta mengkaji batas kewenangan Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan dalam mengakses data akta notaris. Metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 

konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan 

bahan hukum sekunder berupa literatur serta jurnal ilmiah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban notaris dalam pelaporan transaksi 

keuangan mencurigakan bersifat mutlak dan berkelanjutan sepanjang hubungan usaha 

dengan pengguna jasa, tanpa terhalang oleh rahasia jabatan karena adanya perlindungan 

hukum bagi pelapor beritikad baik. Di sisi lain, kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan bersifat terbatas dan proporsional, hanya pada data yang relevan 

dengan dugaan transaksi keuangan mencurigakan tanpa mencakup intervensi terhadap 

substansi akta. 

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan kewajiban pelaporan notaris 

dan pembatasan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

mencerminkan keseimbangan antara upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan 

perlindungan terhadap independensi notaris sebagai pejabat umum. 

 

Kata kunci: Notaris, Transaksi Keuangan Mencurigakan, PPATK, Pencucian Uang, 

Kepastian Hukum. 
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ABSTRACT 

The increasingly complex development of money laundering crimes places notaries in 

a strategic position as public officials involved in high-value economic transactions. 

Notaries not only play a role in ensuring legal certainty through the drafting of authentic 

deeds but are also obliged to report suspicious financial transactions to the Financial 

Transaction Reports and Analysis Center, as stipulated in Law Number 8 of 2010. This 

regulatory framework gives rise to legal issues concerning the scope of notaries’ reporting 

obligations and the limits of the authority of the Financial Transaction Reports and 

Analysis Center in accessing notarial deed data. 

This research aims to analyze the obligation of notaries to report suspicious financial 

transactions and to examine the limits of the authority of the Financial Transaction Reports 

and Analysis Center in accessing notarial deed data. The research employs a normative 

legal research method with statutory and conceptual approaches, utilizing primary legal 

materials in the form of statutory regulations and secondary legal materials consisting of 

literature and scholarly journals. 

The results of the study indicate that the obligation of notaries to report suspicious 

financial transactions is absolute and continuous throughout the business relationship with 

service users, and is not hindered by professional secrecy due to the existence of legal 

protection for good-faith reporters. On the other hand, the authority of the Financial 

Transaction Reports and Analysis Center is limited and proportional, confined only to data 

relevant to indications of suspicious financial transactions and does not extend to 

intervention in the substance of notarial deeds. 

This study concludes that the regulation of notaries’ reporting obligations and the 

limitation of the authority of the Financial Transaction Reports and Analysis Center reflect 

a balance between efforts to prevent money laundering crimes and the protection of the 

independence of notaries as public officials. 

 

Keywords: Notary, Suspicious Financial Transactions, Financial Transaction Reports and 

Analysis Center, Money Laundering, Legal Certainty.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hukum memiliki peranan yang 

sangat penting sebagai pedoman dalam mengatur segala perilaku dan hubungan 

antarindividu maupun antara individu dengan negara. Hukum hadir sebagai instrumen yang 

memberikan kepastian, ketertiban, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan sosial.1 

Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis, keberadaan hukum tidak hanya 

berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan 

keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara. Seiring berkembangnya 

zaman, hukum dituntut untuk mampu mengikuti perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi 

yang terjadi di masyarakat agar tetap relevan dan efektif dalam menjawab berbagai 

permasalahan yang muncul. 

Prinsip negara hukum yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara 

hukum, yang berarti setiap tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus 

berdasarkan hukum. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam 

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.2 Oleh karena itu, hukum tidak hanya 

mengatur hubungan vertikal antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga hubungan horizontal 

antarwarga negara, termasuk dalam hal perbuatan hukum perdata seperti jual beli, hibah, 

perjanjian, dan berbagai bentuk perikatan lainnya. 

 
1 DH Sadikin and others, ‘Pengantar Ilmu Hukum’, 2024 

<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=c4YuEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=ilmu

+hukum&ots=cgSXq8bzmO&sig=7RvB0ahy_8pdiV6u46kP8ATb7fE>.diakses pada tanggal 10 

Oktober 2025. 
2 GH Tan and MH SE, ‘Pengantar Ilmu Hukum’, 2025 

<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=iWVpEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=ilmu

+hukum&ots=hvfvM5maJL&sig=sDOk20EcLMVxN3diW2bWCJKJ1hc>. diakses pada tanggal 

10 Oktober 2025. 
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Perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin pesat 

menuntut adanya kepastian hukum dalam setiap transaksi dan perbuatan hukum. 

Masyarakat modern memerlukan jaminan bahwa segala bentuk perjanjian atau tindakan 

hukum yang mereka lakukan memiliki kekuatan hukum yang pasti dan dapat dijadikan alat 

bukti yang sah apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dalam hal inilah keberadaan 

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik menjadi sangat penting. 

Pejabat tersebut tidak hanya berperan sebagai saksi yang mengesahkan suatu perjanjian, 

tetapi juga sebagai pihak yang menjamin keabsahan, keautentikan, dan kebenaran formil 

dari perbuatan hukum para pihak.3 

Keberadaan pejabat umum ini menjadi bagian integral dari sistem hukum perdata di 

Indonesia. Lembaga kenotariatan, misalnya, menjadi salah satu instrumen hukum yang 

paling berperan dalam menciptakan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan 

masyarakat terhadap proses legalisasi perbuatan hukum.4 Melalui akta autentik yang 

dibuatnya, notaris memberikan jaminan bahwa suatu perbuatan hukum telah dilakukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memenuhi syarat 

formil dan materiil yang ditentukan. Dalam praktiknya, akta autentik yang dibuat oleh 

notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum dan menjadi dasar bagi 

berbagai transaksi keperdataan, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks. 

Perkembangan masyarakat modern yang semakin terbuka, global, dan berbasis 

teknologi juga membawa konsekuensi terhadap semakin kompleksnya bentuk-bentuk 

 
3 Dosen Fakultas and others, ‘Yalid Birman Simamora Notaris “ Merupakan Pejabat Umum 

Yang Berwenang Dan Mewakili A . Latar Belakang Kekuasaan Umum Untuk Membuat Akta 

Otentik Dan Kewenangan Lainnya ”. 1 Jabatan Notaris Di Indonesia Diatur Dalam “ Undang -

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tenta’, 9.2019 (2010), pp. 16–39. diakses pada tanggal 10 Oktober 

2025. 
4 SH Yenny Febrianty and MK MHum, ‘Keberadaan Hukum Kenotariatan Di Indonesia’, 2023 

<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4E7OEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA121&dq=hu

kum+kenotariatan&ots=MWnYAlFbfx&sig=qU6gjv-XlKT9q_wpLSM1F38jmqM>. diakses pada 

tanggal 10 Oktober 2025. 
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perbuatan hukum yang terjadi. Transaksi ekonomi yang melibatkan individu, badan 

hukum, bahkan lintas negara kini semakin meningkat dan tidak jarang menimbulkan 

permasalahan hukum baru yang belum diatur secara eksplisit oleh peraturan yang ada. 

Dalam konteks inilah profesi hukum seperti notaris tidak hanya dituntut untuk memahami 

ketentuan hukum positif, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan 

perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang memengaruhi praktik hukum itu 

sendiri. 

Selain itu, perkembangan hukum modern juga menuntut adanya keseimbangan 

antara hak dan kewajiban dalam setiap profesi hukum. Para pejabat publik, termasuk 

notaris, harus melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan prinsip profesionalitas, 

integritas, dan akuntabilitas.5 Profesi hukum yang dijalankan oleh pejabat publik bukan 

sekadar pekerjaan administratif, tetapi juga merupakan amanah negara yang memiliki 

dimensi moral, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh 

pejabat hukum, termasuk notaris, harus selalu berlandaskan pada norma hukum yang 

berlaku, menjunjung tinggi asas kerahasiaan, serta mengedepankan kepentingan 

masyarakat di atas kepentingan pribadi. 

Seiring meningkatnya kompleksitas transaksi hukum dan ekonomi, peran notaris 

menjadi semakin strategis dan sensitif. Notaris berada di posisi yang sangat dekat dengan 

data, informasi, serta rahasia para pihak yang melakukan perbuatan hukum. Data yang 

diterima oleh notaris tidak hanya berkaitan dengan identitas para pihak, tetapi juga sering 

kali menyangkut informasi keuangan, kepemilikan aset, hingga hubungan hukum yang 

bersifat pribadi. Karena itu, tanggung jawab notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan 

 
5 Tim Penulis and others, ‘Hukum Perdata’, 2023 

<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=bv-

nEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA28&dq=hukum+perdata&ots=pcRADIkXZP&sig=gnB_Q-

kOZZS2E0IFeiFtr9Tyybc>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2025. 
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akta, tetapi juga meliputi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala hal yang diketahui 

dalam menjalankan jabatannya. Prinsip kerahasiaan jabatan ini menjadi dasar utama dalam 

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris, sekaligus menjadi ciri khas yang 

membedakannya dari profesi hukum lainnya.6 

Namun demikian, perkembangan hukum nasional dan internasional tidak selalu 

berjalan searah dengan prinsip-prinsip tradisional kenotariatan. Dalam beberapa dekade 

terakhir, munculnya berbagai bentuk kejahatan ekonomi seperti tindak pidana pencucian 

uang, pendanaan terorisme, dan korupsi lintas negara, mendorong pemerintah di berbagai 

negara untuk memperkuat sistem pelaporan keuangan dan pengawasan terhadap transaksi 

mencurigakan. Di Indonesia, hal ini diwujudkan melalui pembentukan lembaga Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan) yang memiliki kewenangan untuk menerima, menganalisis, dan menyampaikan 

laporan mengenai transaksi keuangan yang berpotensi terkait dengan tindak pidana. 

Kebijakan ini tentu saja membawa dampak terhadap profesi hukum, khususnya 

notaris, yang dalam pelaksanaan tugasnya sering kali menjadi perantara dalam transaksi 

hukum dan keuangan. Penetapan notaris sebagai pihak pelapor dalam sistem pencegahan 

dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menimbulkan perdebatan di kalangan 

akademisi maupun praktisi hukum. Di satu sisi, kebijakan ini dimaksudkan untuk 

memperkuat sistem deteksi dini terhadap tindak pidana keuangan; namun di sisi lain, 

kewajiban tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kerahasiaan jabatan yang 

merupakan inti dari profesi kenotariatan. 

Selain itu, munculnya era digital dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya 

perlindungan data pribadi turut memperkuat tantangan yang dihadapi profesi hukum. 

 
6 Tim Penulis and others, ‘Hukum Perdata Dalam Perspektif BW’, 2014 

<https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/2433/Djaja_142536-p.pdf>. diakses 

pada tanggal 10 Oktober 2025. 
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Setiap data pribadi yang diberikan kepada notaris harus dijaga kerahasiaannya dan tidak 

boleh diakses oleh pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas. Kewajiban pelaporan oleh 

notaris terhadap transaksi mencurigakan pun berpotensi menimbulkan konflik antara 

kewajiban hukum dan kewajiban etika profesi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar 

mengenai batas kewenangan lembaga negara dalam mengakses data yang bersifat rahasia, 

serta sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada notaris ketika menjalankan 

kewajiban tersebut. 

Dalam praktik kenotariatan di Indonesia, notaris merupakan pejabat umum yang 

diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan 

pembuktian sempurna. 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut 

Undang-Undang Jabatan Notaris) menegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f bahwa 

“notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh untuk pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan, kecuali 

undang-undang menentukan lain.” 

Kewajiban merahasiakan akta ini menunjukkan bahwa rahasia jabatan adalah 

elemen esensial dari profesi notaris. Keberadaan rahasia jabatan merupakan landasan 

utama kepercayaan masyarakat kepada notaris, sebab tanpa adanya perlindungan rahasia 

akta, legitimasi akta autentik akan melemah. 

Masyarakat datang ke notaris agar tindakan atau perbuatan hukumnya 

diformulasikan ke dalam akta autentik sesuai dengan kewenangan notaris, kemudian 

notaris membuatkan akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka 

 
7 H Gunarto, H Bachrudin, and HE Soponyono, ‘Hukum Kenotariatan: Membangun Sistem 

Kenotariatan Indonesia Berkeadilan’, 2019 <https://opac.ar-

raniry.ac.id/index.php?p=show_detail&id=39978&keywords=>. diakses pada tanggal 10 Oktober 

2025. 
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dalam hal ini memberikan landasan kepada notaris dan para penghadap telah terjadi 

hubungan hukum.8 

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan produk hukum yang dimaksudkan 

untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan 

profesinya sebagai pejabat pembuat akta autentik. Di sisi lain, perkembangan global dalam 

pemberantasan kejahatan pencucian uang melahirkan ketentuan hukum yang menempatkan 

notaris dalam posisi yang berbeda. 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan 

kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan) untuk menerima laporan transaksi mencurigakan.  

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyebutkan: “Penyedia jasa 

keuangan wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan dalam hal terdapat transaksi keuangan mencurigakan.” Lebih lanjut, melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, notaris secara eksplisit ditetapkan sebagai 

salah satu pihak pelapor. Pengaturan ini muncul karena notaris sering digunakan sebagai 

pintu masuk legalisasi aset dalam transaksi yang berpotensi berkaitan dengan tindak pidana 

pencucian uang. 

Konsekuensinya, terjadi fenomena hukum berupa pertentangan kewajiban ganda 

(double obligation) bagi notaris. Di satu sisi, notaris wajib menjaga kerahasiaan akta 

berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan di sisi lain, notaris diwajibkan 

 
8 Adella Izzati Samiya & Heru Susetyo. (2021). Notaris sebagai Pelapor dalam Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2015. Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS, 5(2), 187. diakses pada tanggal 10 Oktober 2025. 
9 Tim Penulis and others, ‘Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum 

Perikatan’, 2015 <https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/2432/Djaja_142541-

p.pdf>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2025. 



7 
 

 

untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan.  

Setiap kontradiksi norma semacam ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena 

subjek hukum akan kesulitan menentukan kewajiban mana yang harus diprioritaskan tanpa 

menimbulkan pelanggaran pada kewajiban lainnya. Dalam hal ini, dilema yang dihadapi 

notaris adalah risiko dianggap melanggar Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang jika tidak melapor, atau digugat klien karena melanggar 

rahasia jabatan apabila ia melapor. 

Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 

28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa 

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

yang merupakan hak asasi.” 

Isu ini semakin menguat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 

tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur secara tegas dalam Pasal 5 bahwa 

“Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar 

kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas 

pihak yang meminta Data Pribadi.” Undang-undang ini juga menekankan prinsip 

minimalisasi data dan perlindungan hak privasi. Pertanyaannya, ketika notaris diwajibkan 

melaporkan transaksi mencurigakan, apakah kewajiban tersebut secara otomatis dapat 

mengesampingkan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Perlindungan Data Pribadi.  

Hingga kini, belum ada aturan turunan yang mengatur secara jelas mengenai sejauh 

mana data akta boleh diakses oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 



8 
 

 

Pembukaan data pribadi oleh profesi hukum harus dilakukan dengan dasar hukum yang 

jelas, terbatas, dan proporsional, agar tidak menimbulkan pelanggaran hak konstitusional 

subjek data.10 Oleh karena itu, penelitian mengenai batas kewenangan Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan serta kewajiban notaris melaporkan transaksi keuangan 

dengan meninjau Undang-Undang Jabatan Notaris sangat layak dilakukan. 11  

Secara sistematis, penelitian ini akan menelaah kewajiban notaris dalam hukum 

positif, menganalisis kewajiban pelaporan notaris menurut rezim tindak pidana pencucian 

uang, membandingkan dengan kewajiban merahasiakan akta dan perlindungan data 

pribadi, serta mengkaji solusi normatif untuk menjembatani konflik tersebut. Dari sisi 

orisinalitas, penelitian ini tidak hanya membahas teori asas lex specialis derogat legi 

generali, melainkan berfokus pada kekosongan hukum dan kebutuhan regulasi baru, 

sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan hukum kenotariatan 

di Indonesia.  

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk 

melakukan kajian atau penelitian lebih lanjut dengan judul " BATAS KEWENANGAN 

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM 

HUBUNGANNYA DENGAN KEWAJIBAN NOTARIS MELAPORKAN 

TRANSAKSI KEUANGAN”. 

 

 
10 W Djafar and others, ‘Perlindungan Data Pribadi’, Learning.Hukumonline.Com 

<https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2022/09/Bin_Perlindungan-Data-

Pribadi_compressed.pdf>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2025. 
11 MRP Ibrahim, A Sudiro - Masalah-Masalah Hukum, and undefined 2022, ‘Kewenangan Dan 

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan’, 

Ejournal.Undip.Ac.Id, 51.2 (2022) 

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/39902>. diakses pada tanggal 10 Oktober 

2025. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa 

rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan 

kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan? 

2. Bagaimana batas kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

dalam mengakses data akta notaris? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi keuangan 

mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 

2. Untuk menganalisis batas kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan dalam mengakses data akta notaris. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 

hukum perdata, khususnya dalam aspek hukum perikatan, perlindungan hak-hak 

keperdataan, serta hukum kenotariatan. Kajian mengenai konflik antara kewajiban 

notaris menjaga rahasia akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan 

kewajiban notaris melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan akan memperkaya literatur hukum perdata, terutama 

dalam konteks hubungan hukum antara notaris dengan para pihak yang 

menggunakan jasanya. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan dasar 

teoritis bagi pengembangan konsep perlindungan hukum terhadap notaris sebagai 

pejabat umum sekaligus perlindungan terhadap hak keperdataan klien sebagai 

subjek hukum. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini berguna bagi: 

a. Notaris, sebagai pedoman praktis dalam menjalankan kewajiban pelaporan 

tanpa mengabaikan prinsip rahasia jabatan, sehingga tetap menjaga 

kepercayaan para pihak yang menggunakan jasanya dalam hubungan hukum 

perdata. 

b. Masyarakat atau klien notaris, untuk memahami hak-hak keperdataan mereka, 

terutama yang berkaitan dengan kerahasiaan data dan akta, serta mekanisme 

perlindungan apabila terjadi pembukaan data dalam rangka kewajiban 

pelaporan. 

c. Akademisi dan praktisi hukum perdata, untuk memberikan landasan normatif 

maupun yuridis dalam pengembangan teori hukum perikatan dan kenotariatan 

yang lebih adaptif terhadap perkembangan regulasi di bidang tindak pidana 

pencucian uang tanpa mengorbankan hak-hak keperdataan. 

d. Pembuat kebijakan di bidang hukum perdata dan kenotariatan, sebagai 

masukan dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tercipta 

keseimbangan antara kepentingan negara dalam mencegah kejahatan 

keuangan dan perlindungan hak-hak perdata individu. 

E. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Bab pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang melandasi 

dilakukannya penelitian ini. Pada bagian ini dijelaskan secara komprehensif fenomena 

meningkatnya peran notaris dalam sistem pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana pencucian uang, khususnya terkait kewajiban pelaporan transaksi keuangan 

mencurigakan kepada PPATK, yang pada sisi lain berpotensi berbenturan dengan 
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kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan para pihak sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Selanjutnya, bab ini merumuskan 

permasalahan penelitian yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian yang hendak 

dicapai, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis, serta sistematika 

penulisan sebagai gambaran umum alur pembahasan dalam penelitian ini. 

Bab II Tinjauan Pustaka  

Bab ini menyajikan landasan teoretis dan konseptual yang digunakan sebagai 

kerangka analisis dalam penelitian. Pembahasan diawali dengan Teori Kepastian 

Hukum, yang digunakan untuk menilai sejauh mana pengaturan kewajiban pelaporan 

notaris dan kewenangan PPATK memberikan kejelasan, konsistensi, serta 

perlindungan hukum bagi notaris dan para pihak. Selanjutnya dibahas Teori 

Kewenangan, yang digunakan untuk menganalisis sumber, ruang lingkup, dan batas 

kewenangan PPATK dalam mengakses data atau informasi yang berkaitan dengan 

akta notaris. Kedua teori tersebut menjadi dasar konseptual utama dalam menilai 

kesesuaian antara norma hukum positif dengan praktik pelaksanaan kewenangan dan 

kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Bab III Metode Penelitian atau Analisis 

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah penelitian. Pembahasan meliputi jenis penelitian hukum normatif yang 

digunakan, pendekatan penelitian yang mencakup pendekatan perundang-undangan 

dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka 

dan studi dokumen, serta teknik analisis bahan hukum yang dilakukan secara 

deskriptif-analitis dan preskriptif. Penyusunan metode penelitian ini bertujuan untuk 
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memastikan bahwa analisis yang dilakukan bersifat sistematis, objektif, dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademis. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis mendalam untuk menjawab 

rumusan masalah. Pembahasan dibagi ke dalam dua subbab utama. Subbab pertama 

membahas kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan 

kepada PPATK ditinjau dari kewajiban merahasiakan akta, dengan menganalisis 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2015, serta Undang-Undang Jabatan Notaris. Subbab kedua membahas 

batas kewenangan PPATK dalam mengakses data akta notaris, dengan menelaah 

norma hukum yang mengatur kewenangan PPATK serta batasannya guna mencegah 

pelanggaran terhadap rahasia jabatan notaris. Analisis dalam bab ini dilakukan dengan 

pendekatan normatif untuk menemukan sinkronisasi, potensi konflik, serta solusi 

yuridis yang proporsional dan berkeadilan. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab penutup berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan pada bab sebelumnya, yang secara ringkas dan sistematis menjawab 

seluruh rumusan masalah penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang 

bersifat konstruktif sebagai rekomendasi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak 

hukum, serta notaris dalam rangka memperjelas batas kewenangan PPATK dan 

memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap notaris dalam pelaksanaan 

kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. 

Daftar Pustaka 

Memuat sumber-sumber buku, jurnal, dan referensi lain yang digunakan sesuai 

format APA/Chicago.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan 

kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bersifat mutlak 

dan kontinyu sepanjang hubungan usaha dengan pengguna jasa, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 yang mewajibkan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa 

pada awal hubungan usaha atau transaksi bernilai minimal seratus juta 

rupiah, dengan pelaporan wajib dilakukan paling lambat tiga hari kerja sejak 

indikasi diketahui sesuai Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 23 ayat (1), sehingga notaris 

bertindak sebagai penjaga gerbang pencegahan tindak pidana pencucian 

uang di setiap tahap mulai pemeriksaan identitas, klarifikasi tujuan 

transaksi, konfirmasi sumber dana sebelum akta dibuat, pemantauan 

pembayaran tunai besar saat proses pembuatan akta, hingga pelaporan 

pasca-tanda tangan jika ditemukan dana hasil pidana atau rekayasa 

dokumen, tanpa terikat rahasia jabatan karena dikecualikan oleh Pasal 42 

ayat (2) yang memberikan imunitas pidana dan perdata bagi pelapor itikad 

baik, sehingga kewajiban ini tidak hanya preventif tetapi juga represif untuk 

memutus rantai pencucian uang. 

2. Batas kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam 

mengakses data akta notaris bersifat terbatas dan proporsional hanya untuk 

permintaan informasi terkait pengguna jasa terindikasi transaksi keuangan 
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mencurigakan sebagaimana Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 yang berwenang meminta keterangan dan data dari pihak 

pelapor tanpa hak intervensi langsung atas proses pembuatan atau isi akta, 

melainkan difokuskan pada analisis dan pemeriksaan dugaan tindak pidana 

pencucian uang dengan prinsip preventif dan represif, di mana akses 

dokumen autentik notaris seperti identitas, sumber dana, dan detail transaksi 

hanya diberikan atas dasar laporan notaris atau dugaan patut diketahui, 

sebagaimana didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dan 

Pasal 25 ayat (1) yang mensyaratkan laporan berisi identitas pengguna jasa 

serta dokumen relevan, sehingga batas ini menjaga keseimbangan antara 

fungsi pengawasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

dengan independensi notaris sebagai pejabat umum, mencegah 

penyalahgunaan wewenang sambil memastikan efektivitas pencegahan 

kejahatan keuangan melalui koordinasi lintas lembaga tanpa membuka 

akses bebas atas seluruh protokol notarial. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penulis merumuskan beberapa saran, yakni: 

1. Pertama, terkait kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi keuangan 

mencurigakan, diperlukan penguatan pengaturan teknis yang memberikan 

kejelasan prosedur pelaporan serta perlindungan hukum yang tegas bagi 

notaris sebagai pihak pelapor beritikad baik. Penegasan ini penting agar 

kewajiban pelaporan dapat dilaksanakan secara konsisten tanpa 

menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran rahasia jabatan, sekaligus 
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menempatkan notaris sebagai bagian dari rezim pencegahan tindak pidana 

pencucian uang yang berlandaskan asas kepastian dan perlindungan hukum. 

2. Kedua, terkait batas kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan, diperlukan pembatasan akses data yang didasarkan pada prinsip 

proporsionalitas dan relevansi, yaitu hanya terhadap informasi yang 

berkaitan langsung dengan dugaan transaksi keuangan mencurigakan. 

Kewenangan PPATK tidak boleh mencakup intervensi terhadap substansi 

akta notaris, sehingga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum 

dan perlindungan independensi serta rahasia jabatan notaris tetap terjaga. 
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